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AVELYN PINGKAN KOMUNA (B11109269) International Dispute 
Settlement in Civil Litigation related Intellectual Property Right 
(Analyzed of Apple Inc. And Samsung Electronics Ltd.Co Case) 
Supervised by Juajir Sumardi and Tri Fenny Widayanti. 
This research was aimed to observe the ability of Apple.Inc and 
Samsung Electronics Ltd.Co as a transnational corporation to filled a claim 
in every country where they subsidiaries placed and also to know the 
validity of the foreign court decision with the same case in other court as a 
jurisprudence. 
This research was done with the “libraryan research” method, the 
source materials collected from the hardcopy and softcopy literatures 
connected with the case and then analyzed it trough International law with 
normative study. 
The result of the research are as follows (1) Both Corporation as 
Transnational Corporation could filled a claim in their subsidiaries 
countries as long as it is include in the court jurisdiction of the country, 
subject matter has a real connected and the same subject and object 
matter are not processing or has been processed in the other court. (2)The 
decision of the foreign court could be a jurisprudence for another court as 
long as observe the local law, fullfilled the emptines of the law and final 
and bounding.  
Based on the result, author compose proposition as follows (1)Even 
if both corporation in this case could claim in their subsidiaries, they should 
try another dispute settlement which is more efficient. (2) Foreign 
Jurisprudence should became an opinion for another court to loose the 
difference and objective decission. 
 
Keywords : International Civil Settlement, Intellectual Property Rights 
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ABSTRAK 
Avelyn Pingkan Komuna (B11109269) Penyelesaian Sengketa 
Perdata Internasional Secara Litigasi Terkait Hak Kekayaan 
Intelektual (Analisis Kasus Apple.Inc dan Samsung Electronics 
Ltd.Co.) Dibimbing oleh Juajir Sumardi danTri Fenny Widayanti. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Sejauh manakah Apple Inc. dan 
Samsung Electronics  Ltd.Co. sebagai perusahaan transnasional dapat 
mengajukan gugatan disetiap negara dimana perusahaan mereka berada 
dan apakah keputusan yang telah dihasilkan di salah satu negara dengan 
perkara yang sama dapat dijadikan yurisprudensi di negara lain. 
Metode penelitian yang digunakan adalah “Penelitian Kepustakaan”, 
sumber-sumbernya diperoleh berbagai literatur yang memiliki keterkaitan 
dengan kasus tersebut kemudian di analisisa dengan hukum internasional 
secara normatif.  
Hasil dari penelitian ini adalah sebagai berikut (1)Kedua 
perusahaan transnasional tersebut dapat mengajukan gugatan dimana 
anak perusahaan mereka berda dengan syarat bahwa negara tempat 
pengajuan perkara memiliki yurisdiksi, terdapat keterkaitan pokok perkara  
dengan subjek yang disengketakan dan sengketa terkait perkara dan 
subjek yang sama tidak sedang dalam proses dan/atau telah memiliki 
kekuatan hukum tetap pada forum lain. (2) Putusan pengadilan suatu 
negara dengan kasus yang sama dapat digunakan oleh pengadilan 
negara lain sebagai yurisprudensi selama tidak bertentangan dengan 
hukum nasioanal negara, untuk mengisi kekosongan hukum, putusan 
yang digunakan bersifat final, dan putusan tersebut telah menjadi 
kebiasaan internasional.  
Berdasarkan hasil penelitian tersebut, penulis memberikan saran 
sebagai berikut (1)Walaupun kedua perusahaan dalam kasus ini dapat 
mengajukan gugatan secara litigasi melalui anak perusahaannya, mereka 
lebih baik memilih jalur penyelesaian sengketa lain yang lebih efisien. 
(2)Putusan pengadilan asing dapat dijadikan bahan pertimbangan oleh 
pengadilan lain dalam kasus ini untuk menghindari pengambilan putusan 
yang objektif. 
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A. Latar Belakang 
Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi yang 
semakin pesat di era globalisasi saat ini semakin terasa. Setiap harinya 
masyarakat dunia seolah dimanjakan dengan kecanggihan-kecanggihan 
dibidang  teknologi dan informasi yang terus berevolusi. Jarak dan waktu 
bukan lagi masalah, setiap orang dapat terhubung dengan orang lain 
dimanapun ia berada.  
Hai ini ditandai dengan munculnya berbagai ciptaan, temuan, atau 
karya-karya baru sebagai hasil dari kemampuan intelektualitas manusia 
baik melalui daya cipta, rasa dan karsa yang kemudian dikenal sebagai 
Intellectual Property Right atau Hak Kekayaan Intelektual. Karya 
intelektual tersebut selain ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi juga 
mencakup seni dan sastra  
Menghasilkan suatu karya tentu saja  menggunakan tenaga, 
pikiran, waktu dan biaya oleh karena itu sudah sepatutnya pencipta atau 
penemu tersebut diberikan penghargaan baik berupa pengakuan secara 
moral dan secara ekonomi dalam bentuk royalty apabila hasil karya atau 
ciptaannya tersebut dimanfaatkan oleh orang lain. Selain itu, diperlukan 
perlindungan secara hukum bagi para pemegang hak mengingat informasi 
saat ini dapat diperoleh dengan cepat dan mudah maka bukan tidak 
mungkin banyak tindakan plagiat atau pemanfaatan yang tidak sah 
terhadap suatu hasil karya.  
2 
Dengan adanya konsepsi berpikir seperti di atas, timbul 
kepentingan untuk menumbuhkembangkan sistem perlindungan hukum 
atas setiap karya dan ciptaan. Mendapatkan perlindungan terhadap hak 
atas hasil kemampuan intelektualitas merupakan hak asasi manusia yang 
diakui secara universal dalam pasal 27 Declaration of Human Rights yaitu; 
Everyone has the right freely to participate in the culture life of the 
community, to enjoy the arts and to share the scientific 
advancement and its benefit; everyone has the right to the 
protection of the moral and material interest resulting from any 
scientific; literary of artistic production of which he is the author. 
 
Lebih lanjut hak atas kekayaan intelektual ini juga terkait dengan 
kepentingan ekonomi, terutama dalam perdagangan internasional1, 
sehingga perlindungan hukum terhadap hak atas kekayaan intelektual 
haruslah diatur secara internasional. 
Menyadari urgensi perlindungan hukum terhadap HKI haruslah 
diatur secara universal sebagai akibat dari globalisasi dan liberalisasi 
perdagangan bebas dunia maka pada tahun 1883 lahirlah Paris 
Convention yang melingkupi paten, merek dagang dan disain. Kemudian 
Berne Convention 1886 untuk masalah copyright atau hak cipta. Tujuan 
dari konvensi-konvensi tersebut antara lain standarisasi pembahasan 
masalah baru, tukar menukar informasi, perlindungan minimum dan 
prosedur mendapatkan hak. Dari kedua konvensi ini terbentuklah BIRPI 
(Bureaux Internationaux Réunis pour la Protection de la Propriété 
Intellectuelle) sebagai pengawas atas pelaksanaan Paris Convention dan 
                                                        
1
  Suyud Margono dan Amir Angkasa, 2002, Komersialisasi Aset Intelekrual, PT 
Gramedia Widiasarana, Jakarta, hlm.7 
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Berne Convention. Dari sini kemudian lahirlah WIPO (World International 
Property Organization). WIPO merupakan salah satu badan khusus 
Perserikatan Bangsa-Bangsa. WIPO dibentuk dengan tujuan untuk 
mendorong kreativitas dan memperkenalkan perlindungan kekayaan 
intelektual ke seluruh dunia.2 
Selain WIPO salah satu organisasi internasional di bidang ekonomi 
adalah WTO (World Trade Organization) yang dahulu bernama GATT 
(General Agerrement of Tarif and Trade). Dari sejumlah kesepakatan yang 
tercapai dalam pertemuan di Maroko pada tanggal 15 April tahun 1994 
salah satunya adalah TRIPs (Trade Related on Intellectual Property 
Rights) dengan tujuan untuk melindungi hak kekayaan intelektual dari 
pembajakan (infringement) dan plagiatisme atas suatu karya inovatif, baik 
di bidang sastra, seni, teknologi dan karya ilmiah. TRIPs sendiri diadopsi 
dari konvensi-konvensi WIPO. Semuanya itu tertuang dalam Agreement 
Establishing World Trade Organization yang telah diratifikasi oleh lebih 
dari 100 negara di dunia termasuk Indonesia. 
Sudah sangat jelas bahwa HKI terkait erat dengan kegiatan 
ekonomi dalam hal ini perdagangan bukan hanya lingkup nasional tetapi 
secara global. sehingga HKI tidak lagi menjadi masalah teknis hukum 
melainkan menyangkut masalah pertikaian bisnis dan keuntungan.3 
                                                        
2
  www.wikipedia, 
http://id.wikipedia.org/wiki/Organisasi_Hak_atas_Kekayaan_Intelektual_Dunia, 
diakses pada pukul 22.00 WITA tanggal 30/09/2012 
3
  Ibid. Hlm 3 
4 
Salah satu kasus persengketaan terkait HKI yang marak 
diperbincangkan setahun terakhir ini adalah persengketaan antara dua 
vendor besar yaitu Apple Inc. dan Samsung Electronics Ltd.Co. Keduanya 
adalah Perusahaan Transnasional yang sukses menguasai pasar 
telekomunikasi dunia dengan membawa era smartphones dan komputer 
tablet menggantikan teknologi sebelumnya. Pokok persengketaan 
keduanya adalah mengenai HKI yaitu paten atas sistem pada perangkat 
smartphone dan tablet serta desain indusri pada tampilan.4 Guna 
menyelesaikan sengketa keduanya menempuh jalur litigasi dengan 
mengajukan gugatan di tujuh negara yaitu Australia, Jerman, Korea 
Selatan, Jepang, Belanda, Inggris dan Amerika Serikat. Dari putusan yang 
dihasilkan terdapat beberapa negara yang menghasilkan putusan yang 
berbeda, seperti di pengadilan Jepang yang tidak mengabulkan gugatan 
pihak Apple Inc. dan membebaskan Samsung Electronics Ltd.Co. atas 
tuduhan seterunya. Di Korea Selatan, pengadilan mengeluarkan putusan 
split yang menyatakan bahwa kedua perusahaan ini terbukti saling 
melanggar paten, sementara di Amerika Serikat juri memenangkan 
Apple.5  Tuntutan yang diajukan meminta ganti rugi dan penarikan produk-
produk yang dianggap melanggar. 
Dari kasus tersebut terlihat betapa rumitnya penyelesaian sengketa 
terkait Hak Kekayaan Intelektual dimana para pihak harus menempuh jalur 
litigasi di lebih dari satu negara. Perlindungan HKI misalnya dalam hal ini 
                                                        
4
  Wikipwedia, http://id.wikipedia.org/wiki/apple_vs_samsung, diakses pada pukul 22.20 
WITA tanggal 30/09/2012 
5
  Kompasiana, 2012, http://www.kompas.com/kompasnews/092012/index,htm, diakses 
diakses pada pukul 22.40 WITA tanggal 30/09/2012 
5 
paten memang menjamin pengakuan dan perlindungan para pemegang 
hak paten secara internasional (diatur dalam Paten Cooperation Treaty) 
akan tetapi setiap negara memiliki UU perlindungan paten yang berbeda 
karena perjanjian internasional yang ada adalah sebagai standar, 
misalnya di Jepang lifetime paten lebih cepat 5 tahun dibandingkan 
Amerika belum lagi permohonan pengajuan hak paten yang berbeda 
ketentuannya. Hal ini tentunya memicu timbulnya sengketa HKI terlebih 
bagi perusahaan-perusahaan asing seperti Apple Inc. dan Samsung 
Electronics Ltd.Co.  
Perjanjian Internasional terkait masalah HKI telah diratifikasi lebih 
dari seratus negara di dunia sehingga diharapkan adanya perlindungan 
yang sama terhadap HKI sesuai dengan prinsip nondiscrimination baik 
dalam memberikan perlindungan secara hukum maupun dalam 
penyelesaian sengketa. 
 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang dan kasus yang telah dipaparkan di 
atas maka rumusan masalah yang dapat diteliti adalah sebagai berikut: 
1. Sejauh manakah Apple Inc. dan Samsung Electronics  Ltd.Co. 
sebagai perusahaan transnasional dapat mengajukan gugatan 
disetiap negara dimana perusahaan mereka berada? 
2. Apakah keputusan yang telah dihasilkan di salah satu negara 
dengan perkara yang sama dapat dijadikan yurisprudensi di 
negara lain? 
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C. Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan yang diharapkan dapat tercapai adalah ; 
1. Untuk mengetahui sejauh mana Apple Inc. dan Samsung 
Electronics Ltd.Co. sebagai perusahaan transnasional dapat 
mengajukan gugatan disetiap negara dimana perusahaan 
mereka berada. 
2. Untuk mengetahui apakah keputusan yang telah dihasilkan di 
salah satu negara dengan perkara yang sama dapat dijadikan 
yurisprudendsi di negara lain. 
 
D. Manfaat Penelitian 
Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Secara teoritis, diharapkan hasil penelitian dapat dijadikan bahan 
referensi dan menambah wawasan intelektual dalam 
pengembangan ilmu hukum khususnya bagi para calon penegak 
hukum mengenai penyelesaian sengketa terkait hak kekayaan 
intelektual. 
2. Secara praktis diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan 
masukan kepada semua pihak termasuk aparat penegak hukum 
dan kalangan akademisi serta masyarakat yang memiliki 
perhatian serius dalam bidang hukum internasional. 







A. Hukum Perdata Internasional 
1. Ruang Lingkup dan Permasalahan  
Istilah Hukum Perdata Internasional (selanjutnya disingkat HPI)  
atau private international law merupakan istilah yang umumnya dipakai di 
daerah Eropa kontinental sementara negara-negara common law 
umumnya menggunakan istilah conflict of laws. HPI hadir karena setiap 
negara memiliki sistem hukum yang berbeda6 sementara pada 
kenyataannya terdapat sengketa-sengketa yang bersifat transnasional 
yaitu sengketa yang pokok perkaranya terdapat pertautan antara sistem 
hukum suatu negara dengan negara lain. Pertautan atau contact 
diakibatkan adanya unsur asing (foreign element) yaitu unsur-unsur yang 
melampaui batas-batas teritorial suatu negara. 
Perkara-perkara yang  melibatkan lebih dari satu yurisdiksi hukum 
dengan hukum intern dari masing-masing yurisdiksi itu berbeda satu sama 
lain akan menimbulkan beberapa permasalahan seperti apakah 
pengadilan tempat diajukannya gugatan memiliki kompetensi yurisdiksi 
untuk mengadili perkara tersebut (choice of jurisdiction), kemudian setelah 
sebuah forum menetapkan keabsahan yurisdiksinya  permasalahan 
selanjutnya adalah sistem hukum manakah yang akan diterapkan oleh 
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  J.H.C.Morris dalam buku The Conflict of Laws dikutip oleh Jawahir Tontowi dan 
Pranoto Iskandar, 2006, Hukum Internasional Kontemporer, PT.Refika Aditama, 
Bandung, hlm.2 
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pengadilan tersebut untuk menyelesaikan perkara dengan seadil-adilnya 
(choice of law). Permasalahan ketiga adalah apakah suatu pengadilan 
dapat memberlakukan ketentuan hukum asing di wilayahnya (recognition 
of foreign judgements). Di sinilah peranan HPI untuk membantu 
pemecahan ketiga permasalah di atas. 
2. Proses Penyelesaian Perkara HPI 
a. Titik Taut (Connecting Factor) 
Dalam menyelesaikan perkara terkait dengan HPI maka langkah 
awal yang harus ditempuh adalah menentukan apakah suatu perkara 
memiliki unsur internasional sehingga prinsip-prinsip HPI dapat 
diterapkan. Hal ini dilakukan dengan cara  mengumpulkan fakta-fakta 
yang menunjukkan adanya hubungan atau keterkaitan fakta tersebut 
dengan negara asing. Bilamana suatu perkara terdapat fakta-fakta yang 
terkait dengan negara lain maka seperti yang telah dijelaskan sebelumnya 
terjadi perbenturan hukum antar negara. Fakta-fakta tersebut disebut titik 
taut atau connecting factor. Dengan mengidentifikasi titik taut akan 
membantu dalam penentuan choice of jurisdiction dan choice of law. 
Dalam HPI dikenal dua jenis titik taut yaitu7 : 
1) Titik taut primer (Primary Point of Contact) 
Yaitu fakta-fakta yang menunjukkan adanya unsur asing dalam 
suatu perkara sehingga perkara tersebut diklasifikasikan sebagai 
perkara HPI. 
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 Bayu Seto Hardjowahono, 2006, Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional, PT.Citra 
Aditya Bakti, Bandung, hlm 61 
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2) Titik taut sekunder (Secondary Point of Contact) 
Titik taut sekunder digunakan dalam proses kualifikasi karena titik 
taut sekunder merupakan fakta yang menjadi poin penentu untuk 
memutuskan sistem hukum negara mana yang akan digunakan 
(the applicable law) 
Jenis-jenis pertautan yang umumnya dianggap menentukan dalam 
HPI : 
- Tempat penerbitan izin berlayar sebuah kapal (bendera kapal).  
- Domisili, tempat tinggal tetap, tempat asal, atau badan hukum. 
- Tempat benda terletak.  
- Tempat perbuatan hukum (locus actus). 
- Tempat pelaksanaan perbuatan-perbuatan hukum. 
- Tempat gugatan perkara diajukan (locus forum). 
-  
b. Choice of Jurisdiction 
Dalam penyelesaian perkara transnasional secara litigasi, 
pemilihan pengadilan untuk mengadili perkara tersebut (choice of 
jurisdiction) adalah salah satu permasalahan utama. Suatu forum dimana 
gugatan perkara internasional itu diajukan harus menganalisis 
kewenangan atau yurisdiksinya. Walaupun sebuah forum terbukti 
berwenang untuk mengadili sebuah perkara, ia dapat menolak untuk 
mengadili atau tidak melanjutkan proses pemeriksaan perkara.8 
Penolakan dapat berdasarkan asas forum nonconveniens yaitu tidak 
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sinkronnya subjek dengan pokok perkara, asas iis alibi pendents yaitu 
terbukti bahwa proses pemeriksaan dengan perkara yang sama juga telah 
dilaksanakan di sebuah forum lain, asas res judicata yaitu perkara 
tersebut telah diputuskan di forum lain. 
Penentuan yurisdiksi forum ini diperoleh dengan memperhatikan 
titik-titik taut yang ada dan berdasarkan asas-asas hukum acara perdata 
internasional. Secara umum dapat dirangkum beberapa asas penetapan 
yurisdiksi dalam proses litigasi perkara transnasional : 
1) Asas actor sequitur forum rei, dimana gugatan diajukan di forum 
tempat berdomisilinya pihak tergugat. Apabila tergugat dalam hal ini 
adalah badan hukum atau legal person maka domisili yang 
dimaksud adalah centre of administration/business, place of 
incorporation, dan centre of exploitation. Di Amerika Serikat, 
yurisdiksi atas badan hukum juga ditentukan oleh adanya pertautan 
minimum (minimum contacts). 
2) Choice of forum clause atau pengadilan yang dipilih para pihak 
yang ditentukan dalam kontrak. 
3) Asas Forum solutionis contractus yaitu tempat pelaksanaan 
kontrak. 
4) Asas locus delicti untuk perbuatan melawan hukum (Tort, 
onrechmatige daad). 
5) Asas forum rei sitae terkait atas perkara-perkara atas kebendaan.  
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6) Asas penundukan sukarela adalah ketika seseorang tergugat 
tampil dalam sebuah forum untuk menjawab gugatan atas dirinya 




Setelah suatu forum atau pengadilan menyatakan keabsahannya 
dalam menangani perkara transnasional secara litigasi maka tindakan 
selanjutnya yang dilakukan adalah melakukan kualifikasi. Kualifikasi ini 
sangat penting guna menentukan hukum negara mana yang harus 
digunakan dalam proses mengadili perkara. Kualifikasi adalah 
penerjemahan fakta-fakta yang ada atau menata sekumpulan fakta yang 
dihadapi, mendefinisikannya serta menempatkannya dalam kategori 
tertentu inilah yang dimaksud dengan kualifikasi. Dalam HPI dikenal dua 
bentuk kualifikasi yaitu : 
1) Kualifikasi hukum (classification of law) atau penggolongan suatu 
norma hukum ke dalam bagian-bagian hukum tertentu.  
2) Kualifikasi fakta (classification of fact) yaitu kualifikasi yang 
dilakukan terhadap fakta-fakta hukum untuk ditetapkan dan 
disimpulkan kedalam satu atau lebih permasalahan hukum 
berdasarkan norma atau sistem hukum yang berlaku. 
Untuk mengklasifikasikan fakta-fakta yang ada kedalam 
classification of law dan classification of fact dapat menggunakan teori-
teori kualifikasi sebagai berikut: 
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a) Teori Lex Fori 
Teori lex fori menyatakan bahwa untuk menetapkan kualifikasi 
haruslah dilakukan berdasarkan pengadilan yang mengadili 
perkara tersebut. Franz Kahn dan Bartin adalah penganut teori 
ini. 
b) Teori Kualifikasi Lex Cause 
Teori ini berpendapat bahwa proses kualifikasi menggunakan 
sistem hukum yang berlaku secara keseluruhan dengan 
perkara. Pendukung teori ini adalah Martin Wolff. 
c) Teori Kualifikasi bertahap 
Dalam menentukan kualifikasi haruslah dilakukan secara 
bertahap yaitu pertama menentukan kualifikasi berdasarkan lex 
fori setelah itu semua fakta dalam perkara diklasifikasikan 
berdasarkan teori lex cause.  
d) Teori Kualifikasi analisis/otonom 
Setiap kaedah hukum harus dibandingkan dengan kaedah-
kaedah hukum yang serupa dari sistim hukum yang dikenal, 
dimaksudkan agar tercipta satu macam kualifikasi bagi HPI 
yang universal, yaitu tercipta pengertian-pengertian HPI yang 
diterima umum terlepas dari stelsel-stelsel hukum yang ada9. 
e) Teori kualifikasi berdasarkan Tujuan HPI 
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 Abdul Fickar Hajar, Seri Kuliah Hukum Perdata Internasional, diakses pada pukul 4:17 
WITA tanggal 10/10/2012 
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Bahwa setiap kaidah HPI haruslah mengandung tujuan dari HPI 
itu sendiri sebaga suatu kepentingan HPI. Adapun tujuan HPI 
adalah mencapai keadilan, kepastian hukum, ketertiban hukum 
dan kelancaran lalu lintas dalam pergaulan internasional. 
Pada umumnya perkara-perkara transnasional tersebut 
menyangkut kepentingan keperdataan atau kepentingan privat yaitu 
dalam hukum keluarga menyangkut perihal perkawinan, perceraian dan 
kedudukan anak, dalam hukum benda meliputi jaminan, pewarisan, 
perihal kapal dan hak kekayaan intelektual, hukum kontrak dan perbuatan 
melawan hukum (tort onrechtmatige daad). 
 
4. Choice of Law 
Untuk memilih hukum negara mana yang harusnya diberlakukan 
dalam penyelesaian perkara maka setelah mengkualifikasi suatu perkara 
ke dalam kategori hukum tertentu maka selanjutnya adalah menentukan 
titik taut sekunder. Teori HPI pada umumnya menyatakan bahwa sistem 
hukum yang dipilih haruslah mengikuti sistem hukum forum atau 
pengadilan yang berwenang. Berikut beberapa teori HPI dalam beberapa 
kategori hukum: 
1) Hukum benda  
Pada umumnya benda dikategorikan dalam benda bergerak 
(moveable property), benda tetap atau benda tidak bergerak 
(immovable property) dan benda tidak berwujud (intangible 
property). 
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Untuk benda tetap (immoveable property) menurut Martin Wolff 
maka yang berlaku adalah hukum dari letak benda tersebutatau 
berdasar asas lex rae sitae atau lex situs. 10 
Untuk benda bergerak (moveable property) Penentuannya 
adalah berdasarkan nasionalitas dari pemegang hak, domisili 
pemegang hak, dan tempat benda diletakkan.  
Benda tidak berwujud (intangible property) seperti surat-surat 
berharga dan Hak Kekayaan Intelektual didasarkan pada hukum 
atas kewarganegaraan atau domisili kreditur atau pemegang hak, 
berdasarkan tempat pembuatan kontrak dan pilihan hukum yang 
disebutkan dalam kontrak, yang memiliki kaitan yang paling nyata 
terhadap substansial perkara (the most real connection) dan yang 
memiliki karakteristik paling khas (the most characteristic 
connection). 
2) Hukum Jaminan 
Mengenai jaminan menganut asas domisili atau asas 
kewarganegaraan dari si pemegang jaminan, berdasarkan hukum 
yang paling substansial dengan kontrak dan pilihan hukum yang 
disebutkan dalam kontrak. 
3) Hukum Perikatan (Obligation)  
Asas lex loci contractus, adalah asas dimana yang menjadi  titik 
penentu applicable law adalah berdasarkan tempat pembuatan 
kontrak. Tempat pembuatan kontrak sendiri dalam konteks HPI 
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 WIrjono Prodjodikoro, 1986, Asas-Asas Hukum Perdata Internasional, PT.Bale, 
Bandung, hlm 130 
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adalah tempat dilaksanakannya tindakan terakhir (last act) yang 
dibutuhkan untuk terbentuknya kesepakatan11. Asas lex loci 
solutionis, adalah asas bahwa hukum yang harus digunakan adalah 
hukum tempat pelaksanaan perjanjian itu. 
Asas party autonomy ini menyangkut kebebasan para pihak 
dalam berkontrak. Sehingga memungkinkan para pihak untuk 
menentukan choice of jurisdiction atau choice of law apabila terjadi 
persengketaan dalam klausul kontraknya. Pilihan hukum ini tidak 
boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan sistem-sistem 
hukum yang substansial. 
4) Hukum Keluarga 
Bagian hukum keluarga ini menyangkut masalah perkawinan, 
perceraian dan akibat-akibat perceraian tersebut. Maka terdapat 
beberapa asas yaitu hukum tempat perkawinan diresmikan (lex loci 
celebrationis), hukum tempat suami dan istri menjadi warga negara 
setelah perkawinan (join nationality), hukum dimana tempat 
kediaman suami istri tersebut (join residence) dan berdasarkan lex 
fori atau hukum pengadilan tempat diajukan gugatan berwenang. 
5) Hukum Waris 
Dalam hukum waris penentuan sistem hukum yang digunakan 
adalah melihat dari domisili atau kewarganegaraan pewaris pada 
saat membuat testament dan dari domisili atau kewarganegaraan 
pewaris saat ia meninggal. 
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  Bayu Seto Hardjowahono, Op.cit., hlm 284 
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6) Perbuatan melawan hukum (tort atau onrechtmatige daad) 
Secara luas tort dapat didefinisikan sebagai kesalahan dalam 
lapangan hukum sipil sebagai lawan dari kejahatan tetapi bukan 
termasuk wanprestasi12. Sudargo Gautama menjelaskan bahwa tort 
atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian bagi 
orang lain karenanya ia (pelaku) harus menanggung resiko untuk  
mengganti kerugian itu13 
Untuk menentukan sistem hukum yang dianut ada tiga asas 
yang perlu diperhatikan berdasarkan Rome II Regulation pada 
article 3 yaitu : 14 
a) The law of the country in which the harmful event occurred 
atau tempat dimana perbuatan tersebut terjadi (lex loci 
delicti). 
b) Where the author of the tort and the injured party have their 
habitual residence in the same country when the tort or delic 
is committed, the applicable law should be the law of the 
country atau hukum tempat perkara diadili (lex fori). 
c) A substantially closer connection yaitu adanya keterkaitan 
yang paling mendekati terhadap suatu negara. 
 
7) Asas-Asas HPI Mengenai Subjek Hukum 
a) Teori Lex Domicili 
Domisili adalah terjemahan dari domicile atau woonplaats 
yang diterjemahkan sebagai tempat tinggal. Teori domisili ini 
berkembang pada masa kekaisaran romawi, dimana pengertian 
domisili pada saat itu adalah tempat kediaman tetap seseorang 
sementara domisili menurut Lord Crandworth dari Inggris adalah 
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 Ade Maman Suherman, 2005, Aspek Hukum dalam Ekonomi Global, Ghalia Indonesia, 
Bogor, hlm 35 
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 Sudargo Gautama, 1977, Pengantar Hukum Perdata Internasional, Bina Cipta, 
Bandung, hlm 117 
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“permanent home’’15 atau tempat hidup seseorang secara 
permanen. Sementara beberapa negara mengartikannya 
sebagai “habitual residence” atau tempat dimana seseorang 
tinggal dan melakukan kegiatan sehari-hari. Pada 
perkembangannya domisili dianggap sebagai tempat dimana 
seseorang hadir untuk melakukan hak dan kewajibannya 
walaupun pada kenyataannya dia tidak berada disitu. Sebagai 
contoh X adalah seorang warga negara Indonesia dan X 
memiliki KTP sebagai penduduk Jakarta yaitu rumah kediaman 
orang tuanya. Tetapi saat ini X kuliah di Amerika Serikat dan 
tinggal di sebuah apartemen di New York. Dari kasus ini 
terdapat dua domisili yaitu Jakarta sebagai domisili permanen 
dan New York sebagai domisili sekarang dimana X melakukan 
kegiatan sehari-hari. 
Dalam Hukum Inggris domisili terbagi atas : 
1) Domicile of origin 
Tempat kediaman permanen seseorang berdasarkan 
asal atau tempat kelahirannya. 
2) Domicile of dependence 
Tempat kediaman permanen seseorang karena 
ketergantungannya pada orang lain. Misalnya anak-anak 
di bawah umur akan mengikuti kediaman orang tuanya 
dan istri akan mengikuti kediaman suaminya. 
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 R.H.Graveson, 1969, Conflict of Laws, Sweet and Maxwell, London, p.187 
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3) Domicile of choice 
Yaitu tempat kediaman seseorang berdasarkan fakta 
kehadirannya secara tetap disuatu tempat tertentu dan 
indikasi bahwa tempat itu memang dipilih atas dasar 
kemauan bebasnya. Dalam sistem hukum Inggris untuk 
memperoleh domicile of choice terdapat terdapat tiga 
syarat yaitu  kecakapan hukum (capacity), mempunyai 
tempat kediaman tertentu dalam kehidupan sehari-hari 
(habitual residence), mempunyai itikad untuk tinggal 
(intention). 
b) Teori Kewarganegaraan /Nasionalitas (Lex Patriae) 
Teori ini berpendapat bahwa pemberlakuan suatu sistem 
hukum haruslah berdasarkan kewarganegaraan orang tersebut. 
Kewarganegaraan didasakan pada asas tempat kelahiran (ius 
soli) dan asas keturunan (ius sanguinis). 
Menurut Penyelidikan Martin Wolf yang diuraikan oleh 
Wirjono Prodjodikoro negara-negara yang menganut prinsip 
domisili antara lain Amerika Serikat, negara-negara Baltic dan 
Inggris sementara negara-negara yang menganut prinsip 
kewarganegaraan adalah Belanda, Jerman, Jepang dan 
Indonesia16. 
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 WIrdjono Prodjodikoro, Op.cit., hlm. 
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c) Mengenai Badan Hukum 
Badan hukum termasuk dalam kategori subjek hukum yang 
salah satu cirinya adalah memiliki kekayaan yang terpisah 
antara pemilik dan badan hukumnya. Badan hukum tersebut 
haruslah memiliki legal personality sebagai organisasi dan 
perusahaan17. Berikut beberapa asas yang dikenal dalam HPI 
menyangkut badan hukum : 
1) Asas Kewarganegaraan atau domisili pendiri perusahaan 
atau pemegang saham. 
2) Asas Centre of administration/business atau tempat yang 
menjadi pusat manajemen/bisnis badan usaha. 
3) Asas place of incorporation adalah asas atas tempat badan 
hukum tersebut didirikan. 
4) Asas center of operation adalah asas atas tempat beroperasi 
badan hukum tersebut. 
 
5. Renvoi 
Dalam hal ini suatu forum berdasarkan tahapan di atas telah 
menentukan suatu sistem hukum yang akan diterapkan dalam 
persidangan tetapi kemudian menunjuk kembali suatu sistem hukum atau 
menunjuk lebih lanjut suatu sistem hukum ketiga atas dasar pertimbangan 
bahwa sistem hukum yang ditunjuk dapat lebih memberikan suatu 
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 Sudargo Gautama, 2005, Indonesia dan Konvensi-Konvensi Perdata Internasional, 
PT.Alumni, Bandung, hlm.242 
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putusan yang lebih adil dalam penyelesaian perkara tersebut. Penunjukan 
kembali atau penunjukan lebih lanjut itulah yang disebut dengan renvoi. 
 
6. Masalah Pendahuluan  
Menurut pandangan Chesire adakalanya dalam suatu perkara HPI, 
pengadilan tidak saja ditetapkan pada masalah utama, tetapi juga suatu 
masalah subsider. Setelah hukum yang harus diberlakukan terhadap 
masalah utama ditetapkan melalui kaidah HPI yang relevan, maka 
kemudian ada kemudian ada kebutuhan untuk menentukan kaidah HPI 
lain untuk menjawab masalah subsider yang berpengaruh terhadap 
penyelesaian masalah utama18. Suatu masalah yang timbul sebelum 
dalam sebuah perkara atau disebut Chesire sebagai masalah subsider 
harus dipecahkan terlebih dahulu sebelum memecahkan masalah utama 
inilah yang disebut pendahuluan atau incidental question.  
Persoalan pendahuluan ini akan muncul apabila dipenuhi 3 syarat 
yaitu : 
1) Permasalahan pokok tersebut harus diselesaikan menggunakan 
hukum asing. 
2) Pemakaian hukum aing tersebut membawa perbedaan terhadap 
norma-norma hakim. 
3) Norma-norma substantif dari kedua stelsel juga berbeda. 
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Cara penyelesaian masalah pendahuluan adalah dengan 
menggunakan lex cause, lex fori atau campuran, tergantung dari setiap 
kasus yang dihadapi. 
 
7. Penerimaan Hukum Asing 
Dalam penyelesaian suatu perkara transnasional penggunaan 
hukum asing menjadi salah satu permasalahan. Penerimaan hukum asing 
(recognition of foreign judgement) menyangkut extraterritorial jurisdiction. 
Dimana suatu forum harus menangani permasalahan yang berada di luar 
territorial yurisdiksinya, apakah hal ini dapat diterima oleh negara lain. 
Penerimaan hukum asing oleh suatu negara sendiri terkait dengan asas 
saling menghormati dan asas timbal balik (reciprocity). Namun 
pemberlakuan hukum asing dapat dikesampingkan apabila pemberlakuan 
hukum asing dapat menyebabkan pelanggaran terhadap sendi-sendi 
pokok hukum setempat maka hukum asing tersebut dapat 
dikesampingkan dengan alasan demi kepentingan umum (public policy). 
 
B. Hak Atas Kekayaan Intelektual 
1. Pengertian Hak Kekayaan intelektual  
Istilah Hak Kekayaan Intelektual selanjutnya disingkat HKI 
merupakan terjemahan dari Intellectual Property Right (selanjutnya 
disebut IPR) yang dideskripsikan sebagai hak atas kekayaan yang timbul 
karena kemampuan intelektual manusia. Pendayagunaan kemampuan 
otak manusia sehingga dapat menghasilkan suatu pemikiran dan ide yang 
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kemudian dikreasikan menjadi suatu kreasi atau ciptaan, inilah yang 
disebut sebagai Intelectuality19. Sementara kata Property Rights disini 
merujuk pada hak milik kebendaan (property) karena digolongkan dalam 
hak kebendaan yaitu benda immaterial atau benda tidak berwujud.20  
David I. Bainbridge mengatakan bahwa “intelectul property” is the 
collective name given to the legal rights which protect to the product of the 
human intellect. Sementara John F. Williams, berpendapat bahwa, the 
term of intellectual property seems to be the best available to cover that 
body of legal rights wich arise from mental and artistic endeavour21. 
Menurut Mrs.Noor Bouwman yang dikutip oleh OK.Saidin bahwa 
kata ‘hak milik’ atau property yang digunakan dalam istilah tersebut sangat 
menyesatkan karena mengisyaratkan adanya benda secara nyata 
padahal yang dimaksud adalah hasil dari daya cipta pikiran manusia yang 
diungkapkan dalam bentuk barang yang berwujud. Misalnya seorang 
designer yang menuangkan hasil kreasinya dalam wujud sebuah benda 
materil yaitu botol minuman yang dikenal dalam HKI sebagai design 
industry. Jadi kesimpulannya yang dilindungi dalam kerangka Hak 
Kekayaan Intelektual adalah hak yang melekat pada benda materiil yang 
merupakan jelmaan dari hak tersebut.  
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 Hasbir Paserangi, buku ajar “Hak ats kekayaan Intelektual” Fakultas Hukum 
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Dari pembahasan tersebut mungkin pengertian HKI yang paling 
sesuai adalah yang dikemukakan dalam Capacity Building Program on 
The Implementing of WTO agreement in Indonesia (TRIP’s Component) 
yaitu : 
HKI adalah istilah umum dari hak eksklusif yang diberikan sebagai 
hasil yang diperoleh dari kegiatan intelektual manusia sebagai 
tanda yang digunakan dalam kegiatan bisnis dan termasuk ke 
dalam hak tak berwujud yang memiliki nilai ekonomis22  
 
Disini terlihat bahwa esensi Hak Kekayaan Intelektual adalah 
adanya suatu ciptaan tertentu (creation) dalam bidang seni atau industri 
atau gabungan dari keduanya. 
 
2. Pengaturan HKI secara Internasional 
Terdapat beberapa konvensi internasional yang mengatur 
mengenai HKI. Konvensi-konvensi ini bertujuan memberikan perlindungan 
berdasarkan standar internasional terhadap HKI. Berikut beberapa 
konvensi atau perjanjian yang mengatur tentang HKI : 
1) Konvensi Roma (24 Juli 1971) yaitu tentang perlindungan bagi 
pelaku pertunjukan, produser rekaman dan organisasi 
penyiaran. 
2) Konvensi Berner (Bern Convention, 1886) yaitu tentang 
perlindungan terhadap literatur dan karya seni. 
                                                        
22
 Ade Maman Suherman, 2005, Aspek Hukum dalam Ekonomi Global, Ghalia Indonesia, 
Bogor, ,hlm. 126 
24 
3) Konvensi Paris (Paris Convetion, 1971) yaitu tentang 
perlindungan terhadap kekayaan industri dan pembentukan 
World Intellectual Property Organization (WIPO). 
4) Universal Copyright Convention (1955) mengenai perlindungan 
terhadap hak cipta. 
5) Patent Cooperation Treaty (19 Juni 1970) yaitu mengenai 
perjanjian kerjasama paten. 
6) Trade Mark Law yaitu mengenai perjanjian merk. 
7) WIPO treaty. 
8) Washington Treaty. 
9) Trade Related Intellectual Property Rights (TRIP’s). 
Secara internasional terdapat dua organisasi yang berperan dalam 
penetapan perlindungan HKI yaitu World Intellectual Property Rights 
selanjutnya disingkat WIPO dan World Trade Organization selanjutnya 
disingkat WTO. 
WIPO adalah sebuah organisasi di bawah naungan PBB yang 
khusus menangani masalah HKI. Organisasi ini awalnya lahir dari 
Konvensi Paris dan Konvensi Berne yang membentuk sebuah biro 
administratif yang bernama The United International Bureau for the 
Protection of Intellectual Property yang kemudian diambil alih oleh PBB 
dan menjadi WIPO23.  
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WTO yang sebelumnya adalah GATT merupakan suatu organisasi 
dibidang ekonomi dan perdagangan internasional yang telah memiliki 
lebih dari 120 negara anggota24. TRIP’s merupakan salah satu dari tiga 
perjanjian utama yang dibahas dalam Uruguay Round. Dimasukkannya 
masalah HKI di dalam WTO adalah karena perlindungan terhadap HKI 
sendiri sangat berkaitan erat dengan masalah ekonomi dan perdagangan 
dunia. Selain itu alasan lain adalah WIPO dianggap tidak  mampu 
memberikan perlindungan HKI di pasar internasional.  
Argumentasi mengenai kelemahan-kelemahan WIPO ini antara lain25 : 
1) Anggota WIPO anggotanya terbatas sehingga ketentuan-
ketentuannya tidak dapat diberlakukan kepada non anggota. 
2) WIPO tidak memiliki mekanisme untuk menyelesaikan dan 
menghukum setiap pelanggaran di bidang HKI. 
3) Disamping itu WIPO juga dianggap tidak mampu mengatasi 
perubahan struktur perdagangan internasional dan perubahan 
tingkat inovasi teknologi. 
Isi dari perjanjian TRIP’s sesungguhnya berpedoman pada 
perjanjian-perjanjian yang mengatur mengenai perlindungan atas HKI 
yang relevan seperti Konvensi Paris, Konvensi Berne, Konvensi Roma 
dan Washington Treaty bahkan mewajibkan para negara anggotanya 
untuk meratifikasi konvensi-konvensi tersebut. Penambahan dilakukan 
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dalam masalah teknis dan mekanisme penyelesaian sengketa. Jika di 
WIPO, a dispute among private companies istreated as a dispute among 
them sedangkan di WTO a dispute among private companies (can be) 
treated as a dispute among their countries. Sehingga di dalam TRIP’s 
sengketa dagang antar perusahaan dapat diambil alih oleh negara yang 
bersangkutan dan WTO berhak menjatuhkan sanksi berdasarkan 
argumentasi negara-negara yang bersengketa.  
TRIP’s ini dimaksudkan sebagai standar minimal perlindungan HKI 
dengan kata lain setiap negara dapat menerapkan peraturan yang lebih 
dari yang diharuskan tetapi tidak boleh kurang dari standar. Pemberlakuan 
perjanjian ini juga tidak boleh bertentangan dengan ketentuan yang 
berlaku dalam perjanjian ini. Selain itu negara anggota juga harus 
memberlakukan prinsip-prinsip umum WTO dalam perlindungan terhadap 
HKI. Prinsip-prinsip tersebut terdapat dalam BAB I (Pasal 1-8) TRIP’s26. 
Prinsip-prinsip tersebut adalah : 
1) Ketentuan Free to Determine, Para anggota diberikan 
kebebasan untuk menentukan cara-cara penerapan TRIP’s 
yang lebih spesifik berdasarkan kebijakan nasionalnya tetapi 
tidak boleh bertentangan dengan ketentuan yang berlaku. 
2) Ketentuan Intellectual Property Convention, Ketentuan yang 
mengharuskan para anggotanya untuk meratifikasi konvensi-
konvensi internasional di bidang HKI. 
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3) Ketentuan National Treatment, Setiap negara anggota harus 
memberikan perlindungan yang sama bukan hanya kepada 
warga negaranya tetapi kepada warga negara lain. 
4) Ketentuan Most-Favoured Nation Treatment atau non 
discrimination, yaitu tidak adanya pembedaan antar sesama 
negara anggota. 
Tujuan dari TRIP’s sendiri dapat dilihat pada Pasal 7 yaitu : 
“contribute to the promotion of technology, to the mutual advantage 
of producers and users of technological knowledge and in a manner 
conductive to social and economic welfare, and to a balance of 
rights and obligations” 
 
 
Yang diartikan bahwa perlindungan dan penegakan hukum atas 
HKI ditujukan untuk memacu penemuan baru di bidang teknologi dan 
memperlancar alih serta penyebaran teknologi secara seimbang dan 
dilakukan dengan cara yang menunjang kesejahteraan sosial dan 
ekonomi, serta menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. 
 
3. Pengelompokan Hak atas Kekayaan Intelektual  
World Intellectual Organization pada article 2 nya mengelompokan 
HKI sebagai berikut : 
Intellectual property shall include the rights relating to; literary , 
artistic and scientific works, inventions in all fields of human 
endeavor, scientific discoveries, industrial design, trademarks, 
service marks, and commercial names and designations, protection 
against unfaircompetition, and all other rights resulting from 
intellectual activity in the industrial, scientific, literary, or artistic 
fields. 27 
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Sementara menurut TRIP’s HKI terdiri atas : 
1. Hak Cipta (Copy Rights) dan hak yang berkaitan dengan hak 
cipta (neighbouring rights). 
2. Hak Milik Perindustrian (Industrial Property Rights) yang 
kemudian diklasifikasikan menjadi ; 
 Paten (Patent). 
 Paten sederhana (simple patent). 
 Desain Industri (Industrial Design). 
 Rahasia Dagang (Trade Secrets). 
 Merek Dagang (Trade mark). 
 Nama niaga atau nama dagang (Trade Names). 
 Indikasi geografis (Indication of Appelation of Origin). 
 Perlindungan varietas tanaman baru (New Varietes of Plans 
Protection). 
 Tata letak Sirkuit Terpadu (Integrated Circuits). 
Pengertian dan peraturan mengenai jenis-jenis HKI ini terdapat 
pada Bab II TRIP’s. Berikut ringkasannya28 :  
a. Hak Cipta (Copy Right)29 
1) Perlindungan hak cipta meliputi ekspresi (ungkapan) dan tidak 
meliputi ide, prosedur, metode kerja, dan konsep matematika. 
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2) Program komputer yang berbentuk source code atau object 
code dilindungi sebagai karya tulisan berdasarkan Konvensi 
Berne (1971). 
3) Kompilasi data baik dalam bentuk yang dapt dibaca dalam 
bentuk mesin maupun bentuk lain yang berdasarkan cara 
seleksi dan penyusunan isinya merupakan karya intelektual, 
dilindungi sebagai kompilasi data. 
4) Untuk program komputer atau karya sinematografi negara 
anggota wajib memberikan hak kepada penemu dan pewarisnya 
untuk memberikan ijin atau melarang penyewaan secara 
komersil atas ka rya hak cipta yang asli maupun salinan. 
5) Jangka waktu perlindungan mnimal 50 tahun. 
6) Perlindungan bagi pelaku pertunjukan, produsen rekaman music 
dan badan-badan siaran. 
b. Merek (Merk)30 
1) Merek adalah setiap tanda atau kombinasi dari berbagai tanda 
yang mampu membedakan barang atau jasa satu dari yang lain 
atau berdasarkan ketentuan dalam Konvensi Paris (1967). 
2) Tanda-tanda tersebut dapat berupa nama orang, huruf, angka, 
unsur figuratif dan kombinasi dari warna atau kombinasi tanda-
tanda tersebut. 
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3) Negara anggota boleh membuat persyaratan pendaftaran merek 
berdasarkan pengunaan dan harus mempublikasikan merek 
sebelum didaftarkan sehingga memberikan kesempatan adanya 
petisi untuk membatalkan pendaftaran. 
4) Pemilik merek terdaftar mempunyai hak eksklusif untuk 
melarang pihak lain yang tanpa ijinnya menggunakan untuk 
tujuan komersil tanda yang sama atau mirip dengan  barang dan 
jasa yang mana merek tersebut didaftarkan, apabila 
penggunaan tersebut cenderung membingungkan masyarakat. 
5) Minimal jangka waktu perlindungan tujuh tahun dan dapat 
diperpanjang. 
c. Indikasi geografis (Indication of Geograpichal)31 
1) Indikasi geografis adalah tanda yang mengidentifikasikan suatu 
benda yang berasal dari wilayah negara anggota atau kawasan, 
atau daerah di dalam wilayah tersebut, dimana reputasi, kualitas 
dan karakteristik barang tersebut sangat ditentukan oleh faktor 
geografis. 
2) Negara anggota wajib menolak atau membatalkan pendaftaran 
merek yang berisikan atau mengandung indikasi geografis untuk 
suatu barang yang sebenarnya tidak berasal dari wilayah 
sebagaimana disebutkan, apabila penggunaan istilah serupa itu 
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dapat menyesatkan masyarakat mengenai asal barang yang 
sesungguhya. 
3) Perlindungan tambahan untuk wines dan spirit (jenis minuman 
beralkohol). 
4) Negara anggota dapat mencapai kesepakatan untuk 
mengadakan perundingan dengan tujuan meningkatkan 
perlindungan indikasi geografis secara individual. 
d. Desain produksi industri (Industrial Design)32 
1) Desain produksi industri yang dilindungi dalam ketentuan ini 
adalah yang baru dan asli. 
2) Penentuan design industry tersebut itu tidak disebut baru 
apabila desain yang bersangkutan itu tidak berbeda dari disain 
lain yang telah dikenal. 
3) Negara anggota juga harus menjamin perlindungan desain 
tekstil melalui peraturan desain industri ataupun hak cipta. 
4) Jangka waktu perlindungan minimal 10 tahun.. 
e. Perlindungan Varietas Tanaman (Protection for New Plant 
Varieties)33 
Tanaman dan binatang termasuk mikroorganisme dan proses 
biologi dalam membuat tanaman atau binatang atau proses 
mikrobiologi. Negara anggota berhak harus membuktikan 
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perlindungan terhadap varietas tanaman baik itu melalui paten atau 
hak-hak berhubungan dengan itu atau kombinasi dari semuanya. 
f. Paten (Patent)34 
1) Merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh negara bagi 
semua penemuan meliputi produk maupun proses dalam semua 
bidang teknologi. 
2) Objek paten merupakan penemuan baru, melibatkan langkah 
inventif dan dapat diterapkan dalam skala industri dengan tidak 
mempersoalkan tempat  penemuan, bidang teknologi, atau 
apakah produk diimpor atau diproduksi secara lokal. 
3) Hak yang diberikan kepada pemegang paten produk adalah 
melarang pihak ketiga tanpa seijin pemegang peten untuk 
membuat menggunakan, menawarkan untuk menjual, menjual 
atu mengimpor barang tersebut. 
4) Hak yang diberikan kepada pemegang paten proses adalah 
melarang pihak ketiga tanpa ijin pemegang paten untuk 
menggunakan proses tersebut, atau menggunakan 
menawarkan untuk menjual atau mengimpor produk yang dapat 
secara langsung melaui proses terebut. 
5) Negara anggota boleh menolak memberikan paten atas alasan 
melindungi ketertiban umum atau moralitas, termasuk 
melindungi manusia. Kehidupan hewan, atau tanaman atau 
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kesehatan serta untuk mencegah kemungkinan dampak serius 
pada lingkungan asalkan ketentuan ini tidak dibuat hanya 
karena eksploitasinya dilarang oleh undang-undang domestik. 
6) Pemegang paten memiliki hak untuk mengalihkan atau 
mewariskan paten tersebut dan untuk mengadakan perjanjian 
lisensi. 
7) Atas alasan kepentingan publik (kekurangan pekerjaan, 
kesehatan  publik, pembangunan ekonomi dan pertahanan 
nasional), penguasa publik nasional dapat mengijinkan 
pemanfaatan paten oleh orang ketiga tanpa izin pemegang 
paten atau dikenal dengan lisensi wajib (Pasal 31). 
8) Lama perlindungan 20 tahun. 
g. Layout desain (topografi) rangkaian elektronik terpadu (Layout 
Design and Integrated Sircuit)35 
1) Didasarkan pada traktat Washington di bidang rangkaian 
elektronik terpadu Pasal 2-7 (kecuali Pasal 6 ayat (3)) pasal 12 
dan Pasal 16 ayat (3). 
2) Negara anggota harus menganggap sebagai pelanggaran 
hukum apabila pihak lain tanpa seizin pemegang hak 
melakukan tindakan mengimpor, menjual, atau mengedarkan 
untuk komersial layout design yang dilindungi, rangkaian 
elektronik terpadu yang didalamnya mengandung layout design 
tersebut . 
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3) Jangka waktu perlindungan 10 tahun terhitung sejak permintaan 
pendaftaran atau sejak pemanfaatn secara komersial. 
h. Perlindungan bagi informasi yang dirahasiakan (Secret 
Information)36 
Negara anggota wajib memberikan perlindungan terhadap 
informasi yang dirahasiakan oleh individu atau organisasi badan 
hukum yaitu informasi yang menurut suatu organisasi berbadan 
hukum dan/atau indvidu tersebut memang patut dirahasiakan dari 
publik dan sifatnya komersial. 
i. Pengendalian praktek-praktek curang (Unfair Competition)37 
Negara anggota dapat menetapkan langkah-langkah untuk 
mencegah atau mengendalikan praktek-praktek perlisensian atau 
persyaratan yang berkaitan dengan HKI yang menghambat 
persaingan dan dapat berakibat buruk pada perdagangan dandapt 
menghambat pengalihan atau penyebaran teknologi TRIPs 
memberikan landasan standar minimum bagi perlndungan HKI . 
 
4. Penyelesaian Sengketa HKI 
Beberapa permasalahan yang umumnya menjadi pokok sengketa 
di bidang HKI antara lain pembajakan (piracy), pemalsuan dalam konteks 
Hak Cipta dan Merek Dagang (counterfeiting), pelanggaran hak paten 
(infringement) jelas merugikan secara signifikan bagi pelaku ekonomi. 
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Upaya penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui proses 
litigasi yaitu melalui peradilan umum atau melalui jalur non litigasi. 
Penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi adalah melalui 
Alternatif penyelesaian sengketa (ADR). Alternatif penyelesaian sengketa 
adalah berbagai upaya yang dilakukan di luar pengadilan38.  
Upaya-upaya tersebut berupa negosiasi, mediasi, konsiliasi dan 
melalui pengadilan swasta atau arbitrase.  
Beberapa lembaga arbitrase internasional yang lazim digunakan 
para pelaku bisnis dalam menyelesaikan sengketa internasional adalah 
sebagai berikut : 39 
1. The Inter-American Commercial Arbitration Commission. 
2. The Canadian-American Commercial Arbitration Commission for 
Disputes between Canadian and US Business. 
3. The London Court of Arbitration Decision are Enforceable Under 
English Law and English Court. 
4. The American Arbitration Association. 
5. The International Chamber of Commerce (ICC). 
6. Euro Arab Chamber of Commerce. 
7. Arbitration institute of the Stockholm Chamber of Commerce. 
8. United Nations Comission for international Trade Law 
(UNCITRAL). 
9. Dispute Settlement Body (WTO). 
10. WIPO Arbitration Centre. 
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C. Perusahaan Transnasional 
Perusahaan transnasional adalah sebuah entitas baru yang 
semakin eksis semenjak bergaungnya isu perdagangan global. Walaupun 
dalam hukum internasional klasik, perusahaan transnasional belum 
dipandang sebagai subjek hukum internasional40 namun dengan kekuatan 
ekonomi yang hampir masuk hampir keseluruh negara di dunia membuat 
kehadiran perusahaan transnasional tidak dapat diabaikan sehingga 
perusahaan transnasional pun menjadi subjek hukum internasional 
khususnya dalam hukum ekonomi dan perdagangan internasional. 
Sebagai suatu subjek hukum internasional maka perusahaan 
transnasional haruslah berada dalam pengaturan hukum internasional.41 
 
1. Pengertian Perusahaan Transnasional 
Mengenai peristilahan Perusahaan Transnasional belum tercapai 
adanya keseragaman pandangan. Salah satunya terlihat dari beragam 
istilah yang digunakan. Berthold Goldman (1963) menggunakan istilah 
international companies, Robbin dan Stobaugh (1973) menggunakan 
istilah multinational enterprise. Francois Rigaux (1990) menggunakan 
istilah transnational groups of corporations, sedangkan Paul H. Backer 
(1976) dan Peter Fischer (1985), memakai istilah transnasional 
enterprise42. 
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Perbedaan-perbedaan istilah ini terjadi karena definisi baku 
mengenai perusahaan transnasional tidak dikenal dalam ilmu hukum, 
pengertian ini hanya dikenal dalam ilmu ekonomi. Dalam perspektif bisnis 
sendiri terdapat perbedaan antara perusahaan internasional, 
multinasional, dan global .company berdasarkan fokus, visi, orientasi dan 
strukturnya. 
Dalam menentukan definisi perusahaan transnasional terdapat 
beberapa pendekatan yang digunakan yaitu : 
a. Pendekatan kuantitatif adalah pendekatan dengan berdasar 
pada seberapa besar pengaruh keberadaan perusahaan 
transnasional tersebut. 
b. Pendekatan Operasional adalah pendekatan yang menilai 
bahwa yang disebut perusahaan transnasional apabila 
operasional dari perusahaan tersebut berada di lebih dari satu 
negara atau host country. 
c. Pendekatan Struktural adalah pendekatan dengan melihat 
struktur dari perusahaan tersebut. 
Umumnya yang menjadi perdebatan adalah penggunaan istilah 
multinasional dengan transnasional. Rigeaux menjelaskan bahwa kata 
multinasional menberikan kesan yang keliru karena kata tersebut seolah-
olah menunjukkan bahwa perusahaan tersebut memiliki status 
nasionalitas di beberapa negara43. Namun, sejak tahun 1974 PBB 
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menggunakan istilah transnational corporation berdasarkan usulan dari 
Badan Ekonomi dan Sosial PBB (UNECOSOC).   
Sebagai gambaran secara rinci tentang apa yang dimaksud  
perusahaan transnasional berikut beberapa definisinya : 
  Menurut Buckley and Cason : 
Multinational Corpotartion as international enterprises is often used 
to refer to a firm’s horizontal integration across national borders. 
That is sourcing, selling, or other activities may expand across 
boundaries although the firm or organization remains physical in 
only one location44 
 
 
Diartikan sebagai Multinational Corporation adalah perusahaan 
swasta internasional yang umumnya disamakan sebagai sebuah 
perusahaan yang memiliki hubungan secara horinsontal melewati batas-
batas nasional negara. Kegiatan-kegiatan itu meliputi pengumpulan, 
penjualan dan kegiatan lainnya yang berkembang melewati batas-batas 
negara walaupun perusahaan tersebut secara fisik terletak di satu lokasi. 
The United Nation Comission on International Trade Law 
(UNCITRAL): 
The term multinational enterprise is used in a broad sense and 
includes enterprises which trough brances, subsidiaries or affiliates 
or other  establishments engage in substansial commercial or other 
economic activities in state (host state) other than the state or 
states in which decisions making and/or control is centered45. 
 
Yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia adalah hukum 
multinasional secara luas berarti perusahaan-perusahaan yang 
melakukan kegiatan-kegiatan komersial dan ekonomi lainnya untuk 
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negara-negara lain melalui perusahaan-perusahaan cabangnya di negara 
tersebut. 
The Draft Code of Conduct on Transnasional Corporations : 
The term transnational corporation means an enterprise, comprising 
entities in two or more countries, regadless of the legal form and 
fields of activity of their entities, which operates under a system of 
decision making, permiting coherenpolities and a common strategy 
through one or more decision making countries in which the entities 
are so linked, by ownership or otherwise, that one or more of them 
may be able to exercise a significant influence over the activities of 
others, and in particular, to share knowledge, resource and 
responsibilities with the others.46 
 
2. Nasionalitas Perusahaan Transnasional 
Persoalan nasionalitas sangatlah penting mengingat eksistensi 
perusahaan transnasional yang lintas negara dimana peraturan hukum 
dan regulasi setiap negara memiliki perbedaan. Berdasarkan 
Transnational Corporation Code of Conduct suatu petunjuk bagi 
perusahaan transnasional yang dikeluarkan oleh PBB dijelaskan bahwa 
perusahaan transnasional haruslah menghormati kedaulatan negara 
setempat. Di beberapa negara terdapat beberapa regulasi yang berbeda 
dalam mengenai hak dan kewajiban mengajukan gugatan oleh orang atau 
badan hukum asing. 
Menentukan nasionalitas suatu perusahaan transnasional tidaklah 
semudah menentukan nasionalitas individu. Terdapat dua ajaran dalam 
menentukan nasionalitas suatu perusahaan transnasional47 : 
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1. Ajaran Inkorporasi  
Ajaran ini memandang negara tempat didirikannya perusahaan 
itu merupakan nasionalitas perusahaan tersebut. 
2. Ajaran Siege Reel 
Negara tempat dipusatkannya kebijakan umum perusahaan itu 
disebut (headquarter) merupakan nasionalitas perusahaan 
tersebut. 
Sementara itu Polak van der Heyden dan Van der Grinten 
mengajukan teori territorialitas atau teritorialiteits principe yaitu 
kebangsaan suatu perusahaan ditentukan atas dasar dua hal : 
1) Menurut Undang-Undang mana perusahaan itu didirikan. 
2) Di wilayah mana perusahaan itu berdomisili secara tetap. 
Phillip Jessup menegaskan bahwa negara-negara common law 
menganut aliran nasionalitas perusahaan ditentukan 
berdasarkan tempat perusahaan itu didirikan sementara 
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A. Lokasi Penelitian 
Dalam melakukan penyusunan skripsi, penulis melakukan studi 
kepustakaan yang bertempat di Perpustakaan Universitas Hasanuddin 
dan Perpustakaan Provinsi Sulawesi Selatan serta melakukan penelitian 
melalui situs-situs internet untuk melengkapi informasi yang diperlukan. 
 
B. Jenis Penelitian  
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian terhadap yuridis 
normatif, yaitu penelitian terhadap asas-asas hukum dan peraturan-
peraturan yang ada terkait dengan penyelesaian sengketa secara litigasi 
mengenai hak kekayaan intelektual. 
 
C. Jenis dan Sumber Data 
Adapun jenis  dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah Jenis dan sumber hukum sekunder yang meliputi : 
1. Bahan hukum Primer, yakni bahan-bahan hukum yang mengikat 
seperti konvensi dan yurisprudensi. 
2. Bahan hukum Sekunder seperti Rancangan Undang-Undang, 
hasil penelitian dan berbagai literature yang erat kaitannya 




D. Teknik Pengumpulan Data 
Pengumpulan data yang dilakukan adalah melalui teknik studi 
kepustakaan (library research) untuk mendapatkan data sekunder yang 
mana sumber datanya diperoleh dari bahan hukum primer dan bahan 
hukum sekunder. 
 
E. Analisis Data 
Penulis akan menggunakan analisis data secara deskriptif dengan 
menggambarkan posisi kasus sengketa antara Apple Inc. dan Samsung 
Electronics Ltd. Co. dan penyelesaiannya kemudian disesuaikan 
berdasarkan asas-asas hukum perdata internasional dan konvensi-
konvensi yang ada dan kemudian diakhiri dengan analisis induktif kualitatif 







HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Pengajuan Gugatan Oleh Anak Perusahaan Transnasional 
 
1. Gambaran Umum Sengketa Perdata Internasional antara 
Apple. Inc dan Samsung Ltd.Co 
a. Para Pihak Dalam Sengketa 
1) Apple Inc. 
Apple Incorporation adalah sebuah perusahaan yang bergerak 
di bidang desain, pembuatan dan pemasaran alat komunikasi, 
komputer, pemutar musik portable, dan menyediakan berbagai 
aplikasi dan sistem operasi (operating system)49 yang 
terhubung dengan peralatan digital tersebut. Perusahaan 
tersebut mendaftarkan paten, hak cipta dan merek atas setiap 
komponen produk yang mereka hasilkan diseluruh dunia. 
Perusahaan Apple beroperasi sejak tahun 1977. Perusahaan 
induk terletak di Cuppertino California, Amerika Serikat, 
sementara anak perusahaan dan retail stores tersebar di 
berbagai negara di dunia.50 
 
 
                                                        
49 Operating System adalah perangkat lunak yang ditulis oleh pabrik yang berfumgsi 
sebagai penegah antara perangkat keras dan perangkat lunak yang sudah ditulis oleh 
pemakai komputer. 
50
 www.apple,com. http://www.apple.com/annual_report_SEC-AAPL-2012 diakses pada 
pukul 23.00 WITA tanggal 27/12/12 
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2) Samsung Electronics Ltd.Co 
Samsung Electronics Ltd.Co adalah salah satu perusahaan 
afiliasi dari perusahaan Samsung yang memproduksi dan 
memasarkan berbagai barang elektronik termasuk alat 
komunikasi. Samsung Group Corporation sendiri memiliki 
beberapa perusahaan afiliasi lain yang bergerak dalam bidang 
industry, kimia, perhotelan, perbankan dan asuransi dimana 
basis perusahaan sebagian besar berkedudukan di Korea 
Selatan. Anak perusahaan atau subsidiaries Samsung 
Electonics Ltd.Co juga tersebar di seluruh dunia51.  
b. Duduk Perkara 
Persengketaan antara dua perusahaan besar yaitu Apple 
Incorporation dan Samsung Electronics Ltd. Co terkait beberapa hak 
kekayaan intelektual produk  smartphones52 dan komputer tablet53 mereka 
dimulai sejak dua tahun terakhir yaitu pada saat Samsung mulai 
menggunakan dan mengembangkan teknologi android54 pada alat-alat 
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 Official website Samsung www.samsung,com.http://www.samsung.com/Samsung 
_electronics_annual_repport_SECAR-2011. diakses pada pukul 22.00 WITA tanggal 
27/12/12 
52
 Smartphones atau telepon cerdas merupakan sebuah istilah yang diberikan kepada 
telepon genggam yang telah berevolusi dengan menggunakan segala kecanggihan 
teknologi sehingga  
Dapat menyajikan berbagai fitur canggih seperti kamera, surat elektronik dan memiliki 
kemampuan menyerupai computer (David Wood Wakil Presiden Eksekutif 
PT.Symbian Group) dikutip dari www.wikipedia.com http://id.wikipedia.org/wiki/ 
Telepon_cerdas diakses pada pukul 18.00 WITA tanggal 13/01/13 
53
 Computer tablet atau disingkat tab adalah sebuah computer portable yang seluruhnya 
berupa layar sentuh. Dikutip dari Editors Dictionary.com//computer_tablet diakses 
pada pukul 18.30 WITA tanggal 13/01/13 
54
 Sistem operasi untuk perangkat selular dan computer tablet yang dikembangkan oleh 
Google Inc. dan dapat digunakan secara bebas berdasarkan United States of America 
Court Nothern California District, Order Granting Motion for Preliminary Injuction Case 
No : 12-CV-000630-LHK 
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komunikasi yang diproduksinya. Penggunaan teknologi android ini 
membuat smartphones dan tablet keluaran Samsung dapat 
mengoperasikan beberapa fitur yang dianggap menyerupai smartphones 
dan tablet keluaran Apple yang telah terlebih dahulu diproduksi. Apple 
menganggap bahwa smartphones dan tablet berbasis android yang 
dikeluarkan oleh Samsung meniru sebagian besar produk populer mereka 
yaitu iPhone dan iPad.  Pada bulan April 2011, Apple mengajukan 
gugatan di pengadilan distrik California Amerika Serikat terhadap 
Samsung dengan tuduhan telah melakukan infrigrement atas beberapa 
hak kekayaan intelektual Apple yaitu paten, merek dagang dan design 
industry. Tidak hanya dianggap meniru fitur-fitur yang menggunakan 
sentuhan layar atau touchscreen, smartphones dan tablet keluaran 
Samsung juga dianggap meniru bentuk pokok dari iPhone dan iPad. 
Perkara ini terus berlanjut hingga tahun 2012, dimana keputusan Juri dari 
pengadilan distrik California memenangkan gugatan Apple dan 
mengharuskan Samsung membayar denda dan pembayaran lisensi pada 
Apple. 
Samsung juga mengajukan gugatan pada bulan Juni 2011 di 
Pengadilan Distrik Pusat Seoul. Pengadilan menerima gugatan dari pihak 
Samsung dan Apple dimana keduanya mengklaim bahwa pihak lawan 
melakukan peniruan atas produk mereka. Pada akhir Agustus 2012, hakim 
mengeluarkan putusan split, dimana Apple dinyatakan melanggar dua hak 
paten atas sistem nirkabel Samsung dan Samsung diputuskan melanggar 
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satu paten milik Apple yaitu fitur bounce-back55. Pengadilan memutuskan 
untuk melarang sementara peredaran beberapa produk Apple dan 
Samsung yang terbukti melakukan pelanggaran.56 
Di Pengadilan Distrik Tokyo, Jepang, kedua perusahaan kembali 
saling gugat menggugat dengan pokok permasalahan yang sama. Pada 
31 Agustus 2012, hakim memutuskan membebaskan Samsung atas 
gugatan Apple. Dimana menurut mereka Samsung tidak melakukan 
peniruan sama sekali bahkan membuat produk-produk yang inovatif dan 
berguna untuk pengembangan teknologi selanjutnya.57 
Pada Agustus 2011, Pengadilan Dusseldorf, Jerman 
memenangkan tuntutan Apple dan melarang peredaran Samsung Galaxy 
Tab 10.1 karena terbukti melanggar paten interface58 milik Apple. Namun 
di Pengadilan Regional Jerman, dalam tingkat banding, hakim 
memutuskan bahwa Samsung tidak terbukti melakukan peniruan. 
Selanjutnya di pengadilan Den Haag, Belanda, pada tanggal 24 
Agustus 2011 memutuskan bahwa tiga smartphones Samsung melanggar 
paten Apple, sementara tuntutan Samsung atas pelarangan penjualan 
iPhone dan iPad karena tidak memiliki lisensi atas fasilitas 3G ditolak. 
Samsung mengajukan banding dan pada tahun 2012, Pengadilan banding 
                                                        
55 Memindahkan halaman pada layar ke halaman berikutnya dengan cara menggeser 
ujung laman tersebut  terdaftar sebagai Rubber Band Patent, Utility Patent 381 
berdasarkan United States Patent and Trademark Office  
56
 The Wall Street Journal http://www.online.wsj.com/"Korea Selatan Pengadilan Aturan 
Apple dan Samsung Keduanya Utang Saling Kerusakan" diakses pada pukul 
21.00WITA tanggal 10/12/12 
57
 http://www.aljazeera.com/news/asia-pacific/2012/08/20128315959128736.html diakses 
pada pukul 21.00 WITA tanggal 10/12/12 
58
 Pengambilan informasi dalam sistem komputer. Utility Patent 604 http://patft.uspto.com 
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Belanda membatalkan putusan pengadilan sipil, menolak klaim Apple 
bahwa Samsung Galaxy Tab seri 10.1 telah melanggar paten Apple. 
Sama hal nya dengan beberapa pengadilan sebelumnya, 
pengadilan federal Australia pada tingkat pertama memenangkan pihak 
Apple dan melarang penjualan produk Samsung di Australia, namun pada 
pengadilan banding, produk Samsung kembali terbukti tidak melanggar 
paten Apple. 
Sementara di Inggris, Samsung mengajukan gugatan atas 
pernyataan Apple bahwa Samsung telah meniru produk Apple. Hakim 
mengabulkan gugatan Samsung dan memerintahkan Apple untuk meralat 
pernyataan mereka bahwa Samsung tidak melakukan peniruan terhadap 
produk Apple dan harus dimuat pada halaman website mereka. Namun 
permintaan Samsung atas pemboikotan iPhone dan iPad tidak dikabulkan. 
 
c. Kedudukan Apple. Inc dan Samsung Electronics Ltd.Co 
Sebagai Perusahaan Transnasional. 
Beberapa teori yang telah dijelaskan sebelumnya menyebutkan 
bahwa sebuah perusahaan dapat dikategorikan sebagai perusahaan 
transnasional haruslah memiliki orientasi bisnis global bukan hanya 
sekedar melakukan kegiatan ekspor impor atau memiliki kantor cabang di 
beberapa negara tetapi juga memiliki pengaruh secara global. Untuk 
menentukan apakah Apple Inc. dan Samsung Electronis Ltd.Co dapat 
dikategorikan sebagai perusahaan transnasional maka dapat dapat 
dilakukan analisa pendekatan secara kuantitatif yaitu melihat seberapa 
besar pengaruh keberadaan perusahaan tersebut, pendekatan secara 
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operasional yaitu dengan melihat lokasi perusahaan tersebut beroperasi 
dan pendekatan struktural dengan melihat struktur organisasi perusahaan. 
Berdasarkan gambaran umum kedua perusahaan tersebut, dapat 
diperoleh beberapa fakta dimana secara kuantitatif, kedua perusahaan 
tersebut baik Apple Inc. dan Samsung Electronics Ltd. Co dapat dikatakan 
memiliki pengaruh yang cukup besar, hal ini dapat dilihat dari produk-
produk kedua perusahaan yang telah mendunia dan mendominasi 
pasaran alat telekomunikasi secara global. Kedua perusahaan juga 
merupakan pemegang paten dan beberapa Hak Kekayaan Intelektual 
dimana teknologi-teknologi baru yang mereka keluarkan sangat 
dibutuhkan dan kedua perusahaan tersebut juga terus berupaya 
mengembangkan teknologi yang telah ada menjadi lebih baik. 
Perkembangan teknologi yang dihadirkan dalam produk-produk kedua 
perusahaan tersebut memberikan kontribusi dan juga pengaruh yang 
sangat besar bagi masyarakat dunia yang saat ini sangat bergantung 
pada teknologi. 
Dilihat melalui pendekatan operasional, baik Apple Inc. maupun 
Samsung Electronics Ltd.Co menempatkan anak perusahaan ataupun 
representative office nya di beberapa negara, dimana setiap anak 
perusahaan tersebut berfungsi mengontrol dan menyuplai beberapa retail 
store di wilayahnya. Pembukaan perusahaan-perusahaan cabang tersebut 
dilakukan sebagai suatu strategi bisnis yang berorientasi global. 
Secara struktur organisasi, Apple Inc. memiliki satu perusahaan 
induk sebagai centre of business yang terletak dan terdaftar di California 
Amerika Serikat. Perusahaan induk tersebut mengontrol beberapa anak 
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perusahaan yang tersebar di sekitar 13 negara sesuai dengan wilayah 
pemasaran produk tersebut (Apple Inc. menyebutnya retail segment)59. 
Masing-masing retail segment mengontrol dan menyuplai beberapa retail 
stores yang berada di bawah wilayahnya. Sementara Samsung 
Electronics Ltd.Co adalah salah satu afiliasi dari Samsung Group. 
Samsung Electronics Ltd.Co sendiri berpusat di Seoul, Korea Selatan dan 
juga secara stuktural berfungsi sebagai headoffice yang mengontrol 
beberapa anak perusahaan yang tersebar diseluruh dunia. Pada dasarnya 
struktur organisasi kedua perusahaan ini hampir sama dimana terdapat 
sebuah perusahaan induk yang mengontrol dan mengawasi operasional 
anak-anak perusahaannya yang tersebar di luar negeri.  
Jadi berdasarkan pendekatan secara kuantitatif, operasional 
maupun struktural dapat terlihat bahwa kedua perusahaan tersebut 
memiliki pengaruh yang besar secara global dan memiliki wilayah 
operasional yang melintasi batas-batas negara tetapi dikelola oleh sebuah 
perusahaan pusat sehingga dapat disimpulkan bahwa Apple Inc. dan 
Samsung Electronics Ltd.Co merupakan perusahaan transnasional. 
Dengan statusnya sebagai perusahaan transnasional, tentu saja 
akan menjadi pertimbangan bagi hakim khususnya dalam hal penentuan 
yurisdiksi negara dalam penanganan kasus terkait hak kekayaan 
intelektual antara kedua perusahaan tersebut. 
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 http://www.apple.com/AAPL/Bussines Marketings diakses pada pukul 23.00WITA 
tanggal 27/12/12 
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2. Ketentuan Pengajuan Gugatan Oleh Anak Perusahaan 
Transnasional 
Permasalahan yang umumnya dihadapi oleh pengadilan dalam 
menangani perkara dimana pihak yang berperkara adalah perusahaan 
transnasional seperti kasus Apple vs Samsung ini adalah masalah 
penetapan yurisdiksi forum. Hal ini dikarenakan sifat multinasional dari 
perusahaan tersebut dan adanya perbedaan prinsip-prinsip hukum 
mengenai ketentuan beracara setiap negara. Namun, dalam penyelesaian 
sengketa kasus HKI antara Apple Inc. dan Samsung Electronics Ltd.Co 
dilakukan dengan menempuh jalur litigasi, bukan hanya di negara asal 
kedua perusahaan tersebut yaitu Amerika Serikat dan Korea Selatan 
melainkan juga di beberapa negara lainnya yaitu Jepang, Australia, 
Inggris, Jerman dan Belanda. Titik taut yang terlihat dari kasus ini adalah 
anak perusahaan dari kedua perusahaan tersebut berada di negara-
negara tempat mereka berperkara. Apabila melihat asas-asas hukum 
acara perdata internasional, sebuah forum/pengadilan nasional dapat 
menerima gugatan yang diajukan oleh perusahaan transnasional melalui 
anak perusahaannya apabila : 
a. Yurisdiksi Pengadilan 
Untuk menentukan apakah suatu pengadilan memiliki yurisdiksi 
atas anak perusahaan tersebut beberapa hal yang dapat dilihat adalah : 
1) Asas Domisili  
Negara-negara common law umumnya mengembangkan 
asas domisili. Beberapa asas domisili badan hukum yang ada 
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antara lain asas center of bussines, asas centre of 
incorporation, dan asas centre of exploitation. Asas-asas 
tersebut digunakan untuk menentukan domisili suatu badan 
hukum akan tetapi kenyataannya asas tersebut sulit digunakan 
untuk menentukan domisili suatu perusahaan transnasional 
yang memiliki banyak anak perusahaan sehingga Amerika 
Serikat dan negara-negara common law mengembangkan asas 
domisili badan hukum dengan menggunakan teori minimum 
contact. Teori minimum contact ini melihat fakta-fakta dalam 
perkara yang menunjukkan adanya :  
 Continuity and systematic way of conducting bussines in 
the forum state (kesinambungan dan pola yang teratur 
dari tergugat dalam menjalankan urusan-urusannya di 
wilayah forum).  
 Purposefully directed toward the forum state yaitu segala 
tindak tanduk tergugat yang dengan sengaja di arahkan 
ke negara forum. Berdasarkan titik taut yang diperolah 
kedua perusahaan tentu saja dengan sengaja melakukan 
kegiatan bisnis di setiap wilayah negara tempat mereka 
berperkara yaitu dengan melakukan pemasaran produk 
dan pembukaan kantor cabang.60 
 
Sementara di negara-negara Eropa lebih menggunakan 
asas-asas hukum perdata internasional yang telah di atur dalam 
Council Regulation (EC) No.44/2001 tertanggal 22 Desember 
2000 tentang Jurisdiction and the Recognition and Enforcement 
of Judgements in Civil and Commercial Matters (menggantikan 
konvensi Brusells). Konvensi ini menggantikan prinsip 
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 Bayu Seto Hardjowahono, Op.cit., hlm. 177 
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nationality yang selama ini cenderung dianut oleh negara-
negara Eropa Kontinental. Perjanjian ini mengklaim yurisdiksi 
atas kantor cabang ataupun anak perusahaan yang didirikan di 
wilayahnya. Kantor cabang atau anak perusahaan asing yang 
didirikan di wilayah Eropa dianggap memiliki domisili di Eropa 
karena anak perusahaan tersebut didaftarkan dan memiliki 
kantor secara fisik di wilayah negara-negara Eropa. 
2) Asas Physical Presence 
Dengan menempatkan anak perusahaan secara fisik berupa 
kantor cabang, retail stores atau pabrik di sebuah negara  
dianggap sebagai bentuk kehadiran dari perusahaan tersebut. 
Asas ini digunakan khususnya bagi perusahaan yang memiliki 
kantor pusat di negara yang berbeda dengan anak 
perusahaannya (perusahaan transnasional)61. 
3) Host State Regulation 
Status kedua perusahaan sebagai perusahaan transnasional 
dapat dijadikan pertimbangan oleh hakim dalam menentukan 
yurisdiksi hukum. Dalam hukum bisnis internasional terdapat 
general rule dimana perusahaan induk hukum home country 
dan anak perusahaan tunduk pada hukum host country62. 
Dalam Code of Conduct of Transnational Corporation 
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 Ibid.,hlm. 175 
62
 Ray August, Don Mayer, Michael Bixby, 2004, international Business Law, Pearson 
Education Inc., New Jerseyp.163 
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disebutkan bahwa setiap entitas perusahaan transnasional 
harus memperhatikan dan tunduk pada ketentuan umum, 
yurisdiksi dan praktek administrasi yang ditentukan secara 
eksplisit oleh host country63. General rule ini mengisyaratkan 
bahwa suatu perusahaan haruslah tunduk pada hukum dimana 
negara tersebut berdomisili. 
b. Adanya keterkaitan nyata antara subjek dan pokok perkara. 
Ketentuan ini berkaitan dengan asas forum nonconveniens yaitu 
asas yang dijadikan hakim untuk menolak suatu perkara. Keterkaitan 
antara subject matter dalam hal ini anak perusahaan itu sendiri dengan 
pokok perkara yang diajukan haruslah terkait secara nyata sebab 
walaupun suatu pengadilan memiliki yurisdiksi untuk menangani perkara 
yang diajukan  akan tetapi pengadilan dapat saja menolak melanjutkan 
perkara tersebut apabila pokok perkara dan subjek perkara tidak memiliki 
kaitan atau koneksi sama sekali sehingga hakim berpendapat bahwa 
pengadilan tidak dapat menangani perkara dan menunjuk forum lain untuk 
menyelesaikannya. 
c. Asas iis alibi pendents  
Gugatan yang diajukan tersebut tidak sedang diproses di forum 
lain. Dalam hal ini gugatan tersebut memiliki pokok perkara dan subjek 
yang sama.  
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 Juajir Sumardi, 2012, Hukum Perusahaan Transnasional dan Franchise, Arus Timur, 
Makassar, hlm.24 
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d. Asas res judicata 
Perkara  yang sama baik pokok perkara maupun subjeknya belum 
memiliki kekuatan hukum tetap (successive litigation) oleh suatu 
pengadilan lain. 
Berdasarkan ketentuan tersebut, Apple Inc. dan Samsung 
Electronics.Ltd.Co dalam hal ini dapat mengajukan gugatannya di sebuah 
forum/pengadilan negara dimana anak perusahaan mereka berada karena  
a. mengajukan gugatan pada pengadilan yang yurisdiksinya 
mencakup wilayah tempat anak perusahaan tersebut berdomisili 
secara yuridis.  
b. Terdapat keterkaitan pokok perkara  dengan subjek yang 
disengketakan dalam hal ini pokok perkaranya adalah 
pelanggaran beberapa Hak Kekayaan Intelektual atas produk-
produk yang dipasarkan melalui tiap anak perusahaan mereka. 
c. Sengketa terkait perkara dan subjek yang sama tidak sedang 
dalam proses dan/atau telah memiliki kekuatan hukum tetap 
pada forum lain. Kedua perusahaan dalam mengajukan 
gugatannya di setiap negara diwakili oleh masing-masing anak 
perusahaannya sehingga dalam hal ini tidak ada kesamaan 
dalam subjek perkara. 
Walaupun kedua perusahaan baik Apple Inc. dan Samsung 
Electronics Ltd.Co dapat mengajukan gugatan melalui anak 
perusahaannya, pengajuan gugatan di beberapa negara tersebut adalah 
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tidak efektif karena membutuhkan waktu dan biaya yang banyak selain itu 
dapat dilihat bahwa terdapat beberapa putusan yang berbeda. 
Penyelesaian sengketa HKI melalui jakur litigasi seperti yang dilakukan 
oleh kedua  perusahaan tersebut secara filosofis didasari bahwa 
pengadilan adalah benteng terakhir keadilan dan kepastian hukum yang 
menjadi tujuan para pihak.64 Akan  tetapi dalam kasus Apple vs Samsung 
ini juga dilatarbelakangi oleh persaingan bisnis sehingga saling gugat 
menggugat antara kedua perusahaan ini terus berlangsung. 
 
B. Penggunaan Putusan Pengadilan  Salah Satu Negara Dengan 
Perkara yang sama Sebagai Yurisprudensi di Negara Lain. 
1. Pengertian dan Ruang Lingkup Yurisprudensi 
Yurisprudensi berasal dari kata iuris prudential dalam bahasa latin 
yang berarti pengetahuan, jurisprudentie dalam bahasa Belanda yang 
berarti peradilan dan jurisprudence dalam bahasa Perancis yang berarti 
ilmu hukum.65   Berdasarkan arti kata tersebut beberapa sarjana 
menjabarkan yurisprudensi sebagai penggunaan putusan pengadilan 
terdahulu sebagai sumber hukum. Dalam sistem common law, 
yurisprudensi diterjemahkan sebagai suatu hubungan hukum positif dan 
hubungannya dengan hukum lain. Sedangkan dalam sistem civil law 
diterjemahkan sebagai putusan-putusan hakim terdahulu yang telah 
berkekuatan hukum tetap dan diikuti oleh para hakim atau badan 
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 Endang Purwaningsih, 2005, Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights, 
Ghalia Indonesia, Bogor, hlm.212 
65
 Black Law Dictionary,Edisi II, 1979 
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peradilan lain dalam memutus perkara atau kasus yang sama.66 Putusan 
pengadilan yang dapat digunakan sebagai yurisprudensi adalah putusan 
pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap dan mengikat, 
baik itu putusan pengadilan nasional, putusan pengadilan regional, 
putusan pengadilan internasional maupun putusan badan arbitrase. 
Tujuan dari hukum yurisprudensi adalah menghindari disparitas putusan 
hakim dalam perkara yang sama.67 
2. Yurisprudensi sebagai sumber hukum 
a. Sumber Hukum Internasional  
Dalam hierarki sumber-sumber hukum internasional, yurisprudensi 
atau putusan pengadilan menjadi salah satu sumber hukum (source of 
law) yang dapat digunakan. Dalam Pasal 38 Mahkamah Internasional 
menyebutkan bahwa putusan pengadilan menjadi suatu sumber hukum 
tambahan (subsidiary) bagi sumber hukum di atasnya. Putusan 
pengadilan ini dinyatakan sebagai sumber hukum tambahan karena 
sumber hukum ini tidak dapat berdiri sendiri sebagai dasar putusan yang 
diambil hakim. Putusan pengadilan hanya dapat digunakan sebagai untuk 
memperkuat sumber hukum diatasnya J.G Starke menyebutnya sebagai 
not an independent source of law.68 Selain itu putusan pengadilan hanya 
mengikat para pihak yang ada di dalamnya sebab hukum internasional 
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tidak mengenal asas non precedence. Mahkamah Internasional tidak 
terikat dengan putusan hakim sebelumnya.69 Meskipun demikian, putusan 
pengadilan yang sama untuk kasus-kasus yang serupa dapat 
menimbulkan kebiasaan internasional (customary).70  
Beberapa penulis hukum internasional juga menganggap putusan 
pengadilan tersebut sebagai authoritative decision.71 Pengaruh putusan 
pengadilan dapat dilihat dari kasus Anglo Norwegian Fisheries Case yang 
mengukuhkan eksistensi cara penarikan garis lurus pada laut territorial ini 
merupakan putusan pengadilan Norwegia yang kemudian diadopsi ke 
dalam konvensi Jenewa 1958 mengenai Laut Teritorial dan wilayah yang 
berdekatan (ICJ Rep.1951) dan beberapa kasus lain seperti putusan 
Mahkamah Agung Amerika Serikat dalam kasus Paquette Habana yang 
menyatakan eksistensi sebuah norma kebiasaan.72 
b. Sebagai Sumber Hukum Nasional 
Dalam Hukum Nasional, yurisprudensi sebagai sumber hukum juga 
dikenal. Walaupun demikian penggunaan yurisprudensi sebagai sumber 
hukum memiliki porsi yang berbeda dikarenakan perbedaan sistem hukum 
masing-masing negara. Ada lebih dari 200 negara di dunia saat ini, dan 
setiap negara tentu saja memiliki sistem hukum negaranya masing-
masing. Meskipun sangat sulit untuk mendeskripsikan legal system di 
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setiap negara, tetapi dengan menggunakan comparative law kita dapat 
melihat dasar dari sistem hukum yang digunakan di dunia.73 Terdapat dua 
sistem hukum yang secara umum menjadi basic legal system yaitu 
Common Law System (Anglo-American Legal System) yang didominasi 
hukum tak tertulis dan presedent (putusan pengadilan terdahulu) dan 
kedua, civil law (Continental Europe Legal System), yang didominasi oleh 
hukum perundang-undangan.74 Negara-negara commonlaw dengan dasar 
ideologis hukum natural, putusan-putusan pengadilan umumnya spesifik 
berdasarkan keadaan yang terjadi saat ini dan kasus yang dihadapi.  
Di negara-negara common law yang dipengaruhi natural law yang 
menganggap bahwa hukum tidak terpisah dalam kehidupan masyarakat. 
Hukum dipandang sebgai subsistem kebudayaan masyarakat sehingga 
hukum tidak memerlukan kodifikasi yaitu hukum yang berlaku berdasarkan 
doktrin penguasa dan apa yang diterapkan dalam pengadilan.75 Negara-
negara common law sangat mengutamakan penggunaan yurisprudensi 
terkait dengan asas precendens yang dianutnya. Mengambil contoh 
putusan pengadilan distrik California dalam kasus Apple vs Samsung ini 
banyak didasari oleh yurisprudensi. Sementara di negara-negara civil law, 
dimana peraturan perundang-undangan menenpati urutan teratas hirarki 
sumber hukum, penggunaan yurisprudensi tidaklah mengikat bagi hakim76 
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Hakim diberikan kebebebasan dalam melakukan penemuan hukum itu 
sendiri. Hakim dapat menggunakan yurisprudensi sebagai sumber hukum 
untuk mengisi kekosongan hukum yaitu apabila kasus tersebut belum 
memiliki aturan perundang-undangan. Yurisprudensi dapat dijadikan 
bahan analogi atau penafsiran oleh hakim dalam memutuskan perkara, 
bahkan di Indonesia, yurisprudensi dapat dijadikan sebagai alat bukti77  
3. Ketentuan Penggunaan Yurisprudensi Asing 
Yurisprudensi merupakan salah satu sumber hukum yang dikenal 
dalam hukum internasional maupun hukum nasional negara-negara pada 
umumnya. Dalam hal penggunaan putusan pengadilan dari negara lain 
oleh putusan pengadilan nasional suatu negara walaupun dengan kasus 
yang sama sangat jarang karena memperhatikan hukum positif tiap 
negara yang berbeda dan lebih mengutamakan untuk menggunakan 
yurisprudensi nasionalnya serta beberapa faktor lain seperti perbedaan 
tujuan hukum tiap negara sehingga belum tentu putusan pengadilan 
tersebut dapat diterima oleh pengadilan di negara lain. Namun tidak 
menutup kemungkinan untuk menggunakan yurisprudensi asing sebagai 
bahan pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara seperti salah 
satunya ketika Mahkamah Agung Zimbabwe yang menggunakan 
yurisprudensi pengadilan HAM Eropa di Strasbourg dalam kasus Ncube 
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vs The State.78 Beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk menggunakan 
yurisprudensi asing adalah : 
1. Tidak bertentangan dengan hukum positif negara termasuk pula 
dengan memperhatikan asas ketertiban umum. 
2. Apabila tidak ditemukan aturan terkait kasus yang diperkarakan 
dalam hukum nasional suatu negara dan putusan pengadilan 
asing tersebut menyangkut kasus yang serupa.  
3. Putusan yang dijadikan yuriprudensi tersebut haruslah putusan 
yang inkrach, sehingga umumnya putusan yang dijadikan 
yurisprudensi adalah putusan dari pengadilan yang lebih tinggi 
atau pengadilan regional. 
4. Putusan tersebut telah digunakan oleh masyarakat internasional 
atau telah menjadi suatu kebiasaan internasional. 
Terkait dengan kasus Apple vs Samsung dimana terdapat 
kesamaan kasus yang diputuskan oleh pengadilan di beberapa negara, 
dalam hal penggunaan yurisprudensi asing hakim setidaknya harus 
memperhatikan beberapa hal : 
a. kenyataan bahwa meskipun hampir seluruh negara di dunia 
meratifikasi TRIPs, setiap negara memiliki pengaturan HKI nya 
masing-masing, hal ini terkait prinsip free to determine79 yaitu 
kebebasan bagi tiap negara untuk mengatur dan menyelaraskan 
bentuk perlindungan HKI nya masing-masing tetapi tidak boleh 
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di bawah standard TRIP’s seperti contoh patent lifetime di 
Jepang adalah 15 tahun sejak tanggal diumumkannya 
sedangkan di Eropa dan Amerika Serikat adalah 20 tahun.80  
b. Permasalahan HKI dalam kasus ini lebih berorientasi global 
karena melibatkan dua pihak yang berbeda nasionalitas. 
Keterkaitan dengan prinsip Most Favoured Nation atau prinsip 
tidak membedakan warga negara dalam perlindungan HKI di 
masing-masing negara. 
Berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut, penggunaan 
yurisprudensi asing dalam kasus ini perlu digunakan hakim sebagai bahan 
analogi ataupun penafsiran bagi pengadilan sehingga perbedaan-
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BAB IV  
PENUTUP 
A. Kesimpulan  
Berdasarkan pembahasan sebagaimana telah dikemukakan penulis 
di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa:  
1. sebagai anak perusahaan transnasional baik anak perusahaan 
Apple Inc. dan Samsung Electronics Ltd. Co. keduanya dapat 
mengajukan gugatan dalam hal mereka memenuhi persyaratan 
yakni : 
a. mengajukan gugatan pada pengadilan yang yurisdiksinya 
mencakup wilayah tempat anak perusahaan tersebut 
berdomisili secara yuridis.  
b. Terdapat keterkaitan pokok perkara  dengan subjek yang 
disengketakan dalam hal ini pokok perkaranya adalah 
pelanggaran beberapa Hak Kekayaan Intelektual atas 
produk-produk yang dipasarkan melalui tiap anak 
perusahaan mereka. 
c. Sengketa terkait perkara dan subjek yang sama tidak sedang 
dalam proses dan/atau telah memiliki kekuatan hukum tetap 
pada forum lain. Kedua perusahaan dalam mengajukan 
gugatannya di setiap negara diwakili oleh masing-masing 
anak perusahaannya sehingga dalam hal ini tidak ada 
kesamaan dalam subjek perkara. 
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2. Putusan pengadilan suatu negara dengan kasus yang sama dapat 
digunakan oleh pengadilan negara lain sebagai yurisprudensi 
dengan ketentuan :  
a. Tidak bertentangan dengan hukum positif negara termasuk pula 
dengan memperhatikan ketertiban umum. 
b. Apabila tidak ditemukan aturan terkait kasus yang diperkarakan 
dalam hukum nasional suatu negara dan putusan pengadilan 
asing tersebut menyangkut kasus yang serupa.  
c. Putusan yang dijadikan yuriprudensi tersebut haruslah putusan 
yang inkrach, sehingga umumnya putusan yang dijadikan 
yurisprudensi adalah putusan dari pengadilan yang lebih tinggi 
atau pengadilan regional. 
d. Putusan tersebut telah digunakan oleh masyarakat internasional 
atau telah menjadi suatu kebiasaan internasional. 
 
B. Saran 
Berdasarkan hasil pembahasan di atas, maka dengan ini penulis 
merekomendasikan saran yaitu : 
1. Mekanisme penyelesaian sengketa yang ditempuh  antara Apple 
dan Samsung melalui anak perusahaan mereka tidaklah efektif 
karena harus berperkara di banyak negara yang tentu saja menyita 
waktu dan biaya. Kedua perusahaan seharusnya dapat menempuh 
jalur penyelesaian sengketa yang disediakan oleh lembaga-
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lembaga HKI sehingga perkara ini dapat diselesaikan secara 
internasional dan lebih efisien. 
2. Putusan dari negara lain dapat dijadikan yurisprudensi oleh suatu 
pengadilan lain apabila terdapat pokok perkara yang sama. 
Ketentuan ini seharusnya menjadi pertimbangan khususnya oleh 
pengadilan-pengadilan dimana kedua perusahaan tersebut 
berperkara. Sehingga menghindarkan terjadinya pengambilan 
putusan yang bersifat objektif karena penyelesaian perkara yang 
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